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Menimbang : a. bahwa SMPN 2 Mantangai Satu Atap sudah berdiri sejak tahun
2OO9 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor :

640 l48lfMB/Xl2OO9 DISDIK dan telah menyelenggarakan
kegiatan pembelqjaran sampai sekarang serta telah memenuhi
syarat-syarat untuk mempeioleh izin penyelenggaraan tersebut;

bahwa berdasarkan surat permohonan dari kepala SMPN 2
Mantangai Satu Atap Nomor : 422/03/\1[/SMPN-2.MTG
Satap/2018, tangg€l 1 Pebruari 2018 tentang permohonan izin
penyelenggaraan SMPN 2 Mantangai Satu Atap Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantzn Tengah;

balwa untuk kelengkapan administrasi sekolah dalala
melaksanat<an pendidikan di SMPN 2 Mantangai Satu Atap
dimaksud pada huruf a darr huruf b diatas dipandang perlu
memberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan aelalui
keputusan Kepala Dtras Pendidikan I(abupaten Kapuas.

Undang-Undang Nodot 27 Tahun 1959 tentang Pcnctapan
Undang-Undang Daruiat Nomor 3 Taiun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kaliroantan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Ta]aballan Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (I-embaran Negara Tahun 2OO3 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 T€Iun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Peiundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

MengiDgat

b.

: 1.

2.

4.



5.

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaian Lembaran NegaJa
Republik Indonesia Nomor 5234);

Uodalg-Undang NoEor 23 Tahun 2014 tentarlg Peme.intahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Ta:nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l€mbaran Negar:a
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O Tentang
Pengelolaan darl Penyelenggaraan Peadidikan, sebagaimana
telah diubah dengan Per,atur,an Pemerintah Nomor 66 Tahun
2o1o (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
sos 1);

Peraturatr Pemerintah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan
Akreditasi Nasional Sekolah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomo. r 827, TaEbalan Lenlbar-an- Negar,a
Republik Indonesia Nomor BAN-SM);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O05 tertang Standar
Nasional Pendidikan (l,embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO5 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indooesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tehun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peratura! Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2OO9 tentang L?iteria dan Perangkat
Alieditasi Sekolai Menengah Pertama/Madrasai Tsanawiyah
(SMP/Mrs);

6.

7.

a-

9.

10. Peraturan Menteri Pendidikar dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 teatang penilaian Hasil Bel4iar
oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil
Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian
Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetar:aan pada SMP/MTS atau
yang sederajat SMA/MA/SMK atau yang sederajat;

11. Peraturan Badan Standal Nasiona-l Pendidikan Nomor
0044/P/BSNP/X/2O17 tanggal 28 November 2OL7 te/)ta,]g
Prosedua Qperasienal Standar Penyelergg,araan Uj!a11 Nasional
Tahun PeLajaran 2017 /2018;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016,
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(I,enlbaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10
Talnbaharl Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33 );



Menetapkan
KESATU

13. Peraturan Bupati l(apuas Nooor 42 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunao Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pendidikaa Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun 2016 NoEor 50) .

![TUUTUSI(AIT

Memberikan lzin Penyelenggaraan

Nama Sekolah
Jenjang Sekotrah
AlaEat Sekolah
Kecalarata'r
Kabupaten
Provinsi

KEDUA

KETIGA

Tembusqn di.sqrrLoc,ilrz:n deta@n hirmat keoqda :

1. Bupatt Kawas di Kuald. Kalrua,s
2- Kepala Bappeda Kabupaten Kopud,s di Kuala Kapuas
3- Ketua DPRD Kabtpateo Kalruas di Kualq Karyq.s
4. Dqran Pendidikan Kabupdten Kapuas di Kuala Kaptas
5. Kepala WTD Kecqftwtan Mantangai di Mantangai
6. Camat Mantqngai di Mantangai

SMPN 2 Mantangai Satu Atap
Sekolah Menengah Pettarna (SMP)
Sei Dusun TapiaI Humbang Desa Lal.ei
Mantarrgai
Kapuas
Kalieantar Tengah

Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point
kesatu akan dicabut jika dalam pelal<sarraafflya berterttangan
deogan Peraturan Pemerintah Nomqr 17 Tahun 2010 tentang
PengeloLaaa dall Pen]€leoggaraa! Pendidikan, sebagaimafia
telah diubah dengan Peraturan Peoerintah Nomor 66 Tahun
2010 (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23, Taabahan L€mbaran Republik Indonesia Nomor 5051).

Keputusan ini mulai berlaku 6eja.k targgal ditetapkan rya
dengan ketentuafl apabila dikemudian ha-ri terdapat kekeliruan
dslam peaetapannya alsn ditiajau dan diperbaiki sebagaimana
mestlnya,

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada ta-nggal : ] Pebruari 2O18

DEas Pendrdlkan

tama Muda, IV/C
113 199303 1 009


